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ABSTRAK 

Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 4Tahun1996 (Studi Pada Kantor Notaris 

dan PPAT Juli Indrayanti Siregar ,SH di Kota Medan) 

OLEH 

FAUZAN SHAUFI 

NPM:13.840.0060 

BIDANG: HUKUM PERDAT A 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan merupakan 
perubahan yang rnendasar dalarn Hukum Jaminan, khususnya hukum jaminan 
kebendaan. Secara substansj banyak hal yang diatur dalam lJUHT tersebut, salah 
satu ha! yang menarik dan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini yaitu 
dilembagakannya penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
(SKMHT ), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa 
yang bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain 
selainnya rnembebankan Hak Tanggungan Namun dalarn praktek kadangkala 
penggunaan SKMHT menjadi APHT menemui berbagai hambatan yang menjadi 
pennasalahan dalarn tulisan ini. 

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan proses 
penggunaan SKMHT dalam perianjian kredit yang dibuat oleh Notaris I PP AT 
telah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam proses penggunaan 
SKMHT dalarn perjanjian kredit ini terdiri dari tahap sebelum dan pada saat 
pembuatan akta per:_ianjian kredit dan tahap pemasangan SKMHT. Faktor-faktor 
penghambat pada proses penggunaan SKMHT rnenjadi APHT ini adalah biaya 
yang mahal serta jangka waktu yang singkat. Dalam mengatasi hambatan tersebut 
dilakukan upaya dengan memperbaharui kembali SKMHT yang telah habis rnasa 
berlakunya sesuai dengan peraturan perundangundangan serta menindak lanj uti 
SKMHT meajadi APHT 

Metode dalam penehtian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridi s 
nonnatif ini dalam menganali sa dan meninjau masalah digunakan prinsip-prinsip 
dan asas-asas hukum . Penelitian ini rnenentukan pada segi-segi yuridi s dan 
melihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

Kata kuncz: Surat Kuasa lviembebankan Hak Tanggungan (SK1\,1Hj). 
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ABSTRACT 

Juridical Review of Power of Attorney Charging Underwriting Rights Under 

Law No. 4of1996 (Study on the Office of Notary and PPAT Juli Indrayanti 

Siregar, SH in Medan City) 

BY 

FAUZAN SHAUF! 

NPM: 13.840.0060 

FIELD: PER DAT A LAW 

Law Number 4 of 1996 concerning mortgage rights is a fundamental change in 
the Law of Guarantee, especially the law of material security. Substantially a lot 
of things are regulated in the UUHT, one of the interesting things and the subject 
matter of this paper is the institutionalization of the use of Power of Attorney to 
Charge Underwriting (SKMHT), Power of Attorney to Charge Underwriting 
Rights (SKMHT) is a power that is special , does not contain power of attorney to 
carry out other legal actions other than charging Underwriting Rights However in 
practice sometimes the use of SKMHT to become APHT encounters various 
obstacles that become problems in this paper. 

Based on the results of the study and the discussion concluded the process of 
using SKMHT in credit agreements made by Notary I PPA T was in accordance 
with the laws and regulations. In the process of using SKMHT in this credit 
agreement, it consists of the stages before and at the time of making the credit 
agreement deed and the SKMHT installation stage. The inhibiting factors in the 
process of using SKMHT to APHT are expensive costs and a short period of time. 
In overcoming these obstacles an effort was made to renew SKMHT which had 
expired in accordance with the law and to follow up SKMHT to APHT 

The method in this study is nonnative juridical. This nonnative juridical approach 
in analyzing and reviewing the issues is used principles and principles of Jaw. 
This research determines the juridical aspects and looks at the laws and 
regulations relating to the implementation of the Power of Attorney to impose 
Undenvriting Rights. 

Keyw·ords: Power of Attorney to Charge Underwriting Rights (SKMHT). 
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BABI 

PEN.DAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap kegiatan pembangunan nasionaJ tidak akan terlepas dari aspek 

hukum. Hal ini berarti, setiap bidang pembangunan nasional barns disertai oleh 

perangkat hukurn dan peraturan perundang-undangan nasional agar memperoleh 

kepastian hukum. Pembanguoan nasional khususnya di bidang ekonomi 

memerlukan perhatian yang serius dari negara melalui pemerintah untuk 

kepentingan rakyat Indonesia, karena itu dalam pelaksanaannya haruslah berada 

di jalur hukum. Dalarn hal ini perkembangan kebutuhan dan peningkatannya 

diperlukan dana yang merupakan salah satu pendukung untuk menggerakkan 

kegiatan masyarakat di bidang ekonomi. 

Dalam rangka upaya mencapai cita-cita rnasyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 rnaka dalam 

kerangka mencapai tujuan itu langkah dan kebijakan pemhangunan haruslah dapat 

memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia. Arah dan kebijakan dalam pemanfaatan sumber 

daya alam ini secara yuridis telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 yang secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" . 
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Rahmadi Usman rnengemukakan "Setiap bidang pembangunan nasional 

didukung perangkat bukum dan perundang-undangan yang memadai dan akan 

lebih dapat memberikan kepastian dan kesebandingan hukum". 1 

Dalam pembangunan yang sedang giat dilaksanakan melalui rencana 

be1tahap, pada hakikatnya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, baik materiil maupun spiritual. Salah satu cara untuk 

meningkatkan taraf hidup adalah dengan mengernbangkan perekonornian dan 

perdagangan. , seperti bunyi dalarn Pasal 113 l Kitab Undang - Undang l-ILLkum 

Perdata sernua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, 

rnenjadi tanggungan untuk segala perika.tan perseorangan. Ini dinamakan jaminan 

') 

umum.-

Dalam rangka rnernelihara kesinambungan pembangunan ekonomi dan 

perdagangan di negara manapun khususnya di Indonesia diperlukan dana 

tersediayang cukup besar, dirnana persediaan dana tersebut diperoleh dari 

kegiatan perkreditan, yang salah satunya dialokasikan melalui perbankan. 

Mengingat pentingnya kepastian akan tersalurkannya dana tersebut, sudah 

semestinya perlu adanya jaminan yang mernadai dalarn rnemberikan perh_ndungan 

dan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang 

berkepentingan. 

Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan Indonesia 

disebut kredit terkadang dikaitkan dengan adanya jaminan demi pengamanan 

1Rachmadi Usman. Pasal-Pa.mf Tentang Hak fongg1111gan Aras Tanah, Djambatan. 
Jakarta, l 998, him. 17 

2 Penjelasan pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 
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pemberian dana atau kredit itu sendiri. Jaminan adalah ha! yang penting dalam 

rnembuat dan melaksanakan perJanJian kredit 
. .. . 

atau per_1anJrnn pmJam 

rnernmJam uang, serta melindungi kepenti_ngan para pihak khususnya kreditor 

(yang meminjamkan ). Oleh sebab itu perlu diatur keterkaitan pihak-pihak 

tersebut ke dalam suatu peraturan yang berimbang, dimana dalam hal ini secara 

khusus diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT). 

Lembaga Hak Tanggungan yang diberlakukan sekarang adalah Lembaga 

HakTanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Lembaga 

HakTanggungan ini sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 ten tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

akan tetapi baru tanggal 9 April 1996, -Lembaga Hak Tanggungan ini baru 

terwujud, yaitu sebagai pengganti Hypotheek yang diatur dalam Kitab Undang -

Undang Hukum Perdata yang berlaku sejak 1 Mei 1848 dengan Staatsblad 1847 

Nomor 67 dan Credielverband (Staatsblad 1908 No. 542 yang diubah dengan 

Staatblad 1937 No.190), yang merupakan perubahan rnendasar dalam hukurn 

jaminan, khususnya hukum jaminan kebendaan, mengenai tanah.Hukum jarninan 

dapat diartikan sebagai suatu peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan 

piutang seorang kreditur terhadap debitur.3 

Ketika sebuah peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan 

meningkatkan taraf perekonomian masyarakat maka bukan hanya ide dan konsep 

hukum saja yang harus diperhatikan ataupun hanya ide konsep ekonomi saja yang 

dilibatkan, tapi juga kedua ide dan konsep tersebut hams dipadukan. Interaksi ha! 

3Pitlo, Dalam tulisannya Tahir Kamil, H11k11m dan Lembaga Jamina11, Media Notariat Juli 
-September 2003 

3 
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tersebut dapat secara nyata di Ii hat dari lahimya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut lJUHT). 

Dalam butir a rnenimbang bahwa Undang - Undang tersebut menyatakan 

Bahwa dengan bertarnbahnya Pembangunan Nasional yang bertitik berat pada 

bidang ekonorni, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga 

memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian 

hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangungan untuk rnev.·ujudkan 

masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang - Undang Dasar 1945. 

Dari butir a menimbang tersebut jelas bahwa harus ada interaksi antara 

hukum dan ekonomi, khususnya dalarn lembaga jaminan, di satu sisi lembaga 

jaminan harus dapat mengakumulasikan penyediaan dana dan di lain pihak 

lembaga tersebut harus mampu memberi kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan. Hal mana ditegaskan pula dalam butir I Penjelasan Undang­

undang Hak Tanggungan tersebut, yaitu : 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dalam 

rangka memelihara kesinambungan pernbangunan tersebut, yang para pelakunya 

meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan 

badan hukurn, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan 

meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya 

dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. 
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Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses 

pembangunan, sudah sernestinyajika pemberi dan penerima kredit serta pihak Jain 

yang terkait mendapat perhndungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat 

dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Lahirnya lembaga jaminan atas tanah yaitu Hak Tanggungan 

diamanatkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tatmn 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( selanjutnya disebut UUPA) dalam waktu 

36 tahun akhirnya lahirlah undang-undang yang dimaksud. 

Kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dirnaksudkan untuk 

menggantikan ketentuan mengenai CredielverhanJ dan Hypoteek atas tanah, hal 

ini merupakan perubahan yang mendasar dalam Hukum Jarninan, khususnya 

hukum jaminan kebendaan, rnengenai tanah dan hal ini ditegaskan pula dalam 

Pasal 29 UUHT No. 4 Tahun 1996 bahwa : 

Dengan berlakunya U ndang-undang ini, ketentuan mengenai Credielverband 

sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-452 jo Staatsblad 1909-686 dan 

Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. 

Staatsblad l 937-191 dan ketentuan rnengenai H;poteek sebagaimana tersebut 

dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang 

mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dcngan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan lembaga jaminan yang lama 

akan disempurnakan dalam UUHT, dimana UUHT mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

5 
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a. mernberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada 

b. selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek 

ituberada. 

c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak 

ketiga dan rnemberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Proses pernbebanan hak tanggungan dilaksanakan rnelalui 2 (dua") tahap 

kegiatan, yaitu : 

a. Tahap pemberian hak tanggungai:t, yang dilakukan dihadapan Pejabat pernbuat 

Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) yang didahului dengan perjanjian 

hutang piutang yang dijamin. 

b. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang mernpakan saat lah-irnya 

.Hak Tangguogan (selanjutnya disebut HT) yang dibebankan.4 

Dal am rnemberikan HT pemberi HT \vajib hadir dihadapan PPA T, jadi 

pada asasnya pernbebanan HT \Vajib dilah1kan sendiri oleh pemberi HT, tetapi 

jika benar-benar diperlukan yaitu dalarn hal pernberi HT tidak dapat hadir 

dihadapan PPAT, rnaka ia wajib rnenunjuk pihak lain sebagai kuasanya dengan 

Surat Kuasa Membeban_kan Hak Tangggungan (selanjutnya disebut SKMHT) 

yang berbentuk Akte Otentik. 

Secara substansi banyak hal yang diatur dalam UUHT tersebut, salah satu 

hal yang mena.rik dan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini yaitu 

41-labib Adjie, Hak Tanggungan Sehagai Lemhaga Jaminan Atas Tanah, Mandar Maju, 
Bandung, 2000, hlm 8. 
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dilembagakannya penggunaan Surat Kuasa M.embebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT ), sebagaimana tersebut dalarn Pasal 15 UUHT ( disebutkan ), yaitu: 

( 1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta 

notaris atau akta PPA T dan rnemenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. tidak mernuat kuasa untuk rnelakukan perbuatan hukurn lain daripada 

mernbebankan Hak Tanggungan ~ 

b. tidak memuat kuasa substitusi ; 

c. mencanturnkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jum!ah utang dan 

nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila 

debitor bukan pemilik Hak Tanggungan. 

(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali 

atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa 

tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habi s jangka waktunya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ; 

(3 ) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah 

yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan penggunaan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan selambat - Jambatnya 1 ( satu ) bulan sesudah diberikan. 

( 4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah 

yang belum terdaftar wajib diikuti dengan penggunaan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan selambat - lambatnya 3 ( tiga) bulan sesudah diberikan ; 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku 

dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak TaTiggungan diberikan untuk 

men_1amm kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang­

undangan yang berlaku ; 
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(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan 

penggunaan Akta Pernberian Hak Tanggungan dalam waktu yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan atau ayat (4), atau 

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) batal demi 

hukum. 

Substansi SKMHT juga di batasi, yaitu hanya memuat perbuatan hukum 

membebankan hak tanggungan tidak memuat hak untuk menggantikan penerima 

kuasa melalui pengahhan dan memuat nama serta identitas kreditur, debitur, 

jumlah utang dan obyek hak tanggungan. Demikian untuk mencegah berlarut­

larutnya pemberian kuasa dan demi tercapainya kepastian hukum, SKMHT di 

batasi jangka waktu berlakunya yang di.atur dalam Pasal 15 UUHT. Pasal 15 

Ayat (3) lJUHT mengatakan: 

" Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang 

sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat lambatnya 

(satu) bulan sesudah diberikan" . 

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan termasuk 

daerah yang sangat luas serta berpotensi tinggi dalam penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan disebabkan gencamya pembangunan oleh 

masyarakat yang membutuhkan dana hesar yang antara lain berasal dari kredit 

yang diperoleh dengan rnenggunakan lembaga Hak Tanggungan yang 

selanjutnya menimbulkan berbagai masalah dalam hal penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan. Hal itumengakibatkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tersebut di kota Medan yang akan penuhs susun dalam 

tulisan yang berjudul ''Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa 
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l\lembebankan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Pada Kantor Notaris dan PPA.T Juli 

lndrayanti Siregar, SH di Kota Medan)"" 

J.2. Identifikasi Masalah 

ldentifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, 

mengurutkan, dan sekaligus mernetakan masalah tersebut secara sistematis, maka 

identifikasi masalah dalam peneltian ini adalah: 

1. Di kota medan masih ditemukan permasalahan terkait surat kuasa 

membebankan hak tanggungan yang tidak sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

2. Penyalahgunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh 

penerima surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk pengalihan 

akta pemberian hak tangg1:mgan. 

3. Masih ban yak notaris di kota medan yang salah paham dalam 

menggunakan surat kuasa membebankan hak tanggungan. 

4. Masih ada notaris yang belum mengerti bah1;va Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa yang 

bersifat khusus, tidak rnemuat kuasa untuk melakukan perbuatan 

hukum lain selainnya membebankan Hak Tanggungan 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian m1 perlu dilakukan agar 

pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan, 
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disarnping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Adapun 

pembatasan masalah dalarn penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPA T Juli Jndrayanti 

Siregar ,SH di Kota Medan 

2. Data dalarn penelitan ini hanya dari Kantor Notaris dan PPA T Juli 

lndrayanti Siregar ,SH 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di.atas, yang menjadi inti permasalahan dalarn 

penelitian ini adalah : 

I. Bagaimana praktek pelaksanaan penggunaan surat kuasa 

mernbebankaH hak tanggungan? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penggunaan surat kuasa 

membebankan hak tanggungan menjadi akta pemberian hak 

tanggungan? 

1.5 Tujuan dan ~ianfaat Penelitian 

A) Tujuan Pene.1-i.ti.an 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penggunaan surat kuasa 

membebankan hak tanggm1gan. 

2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dan 

memberikan perlindungan bagi pemberi dan penerirna surat kuasa 

membebankan hak tanggungan. 

10 
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B) Manfaat Penelitian 

Penul.is berharap denga11 kegiataH penelitian dalam penulisan skripsi ini 

akan berrnanfaat bagi penulis maupun pihak lain, adapun manfaat yang 

dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian m1 diharapkan dapat bem1anfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada 

umumnya tentang Pelaksanaan dan Penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti, Peneli-tian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

agar kedepannya penehti maupun pihak lain yang membaca tuLisan 

ini hisa sama-sama melaksanakan Undang-Undang dengan sesuai 

prosedurnya. 

b) Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi sernua pihak, 

khususnya bagi pihak yang berkompoten dalam hidang profesi 

hukum. 

11 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 U raian Teori 

2.1.1 Pengertian dan Sifat Bak Tanggungan 

Undang-undang hak tanggungan memberikan pengertian sebagai berikut 

"Hak tanggungan adalah hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

rnerupakan satu kesatuan dengan tamh itu untuk pelunasan !*tang tertentu yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur lainnya". 

Menurut Kartini Muljadi daH G~mawan Wi-djaja, dari rurnusaH Pasal 1 butir l 

Undang-Undang Hak Tanggungan dapat diketahui bahwa: 

"pada dasamya suatu hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan 

utang, dengan hak mendahulu-i, dengan objek jaminan bernpa J:t.ak-hak atas tanah 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok - Pokok Agraria"- 5 

Dari pengertian diatas maka dapat di-uraikan unsur - unsur pokok dari hak 

tanggungan diantaranya : 

] . Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang 

2. Utang yang di jaminkan j umlahnya tertentu 

5Jrma Devita Purnama Sari, f-fuk11111 .!an11nan Perhankan, Kaifa,2011 him 36 
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3. Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai dengan undang­

ur:idang pokok agraria yaitu hak milik, l:J.ak guna bangunan, hak usaha dan hak 

pakai 

4. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja. Bak tanggungan 

memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur lain .6 

Hak tanggungan sebagai hak jaminan diatur dalam Undang - Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Hak tanggungan mernberikan hak preferent (droit Je preference) atau 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur­

kreditur lainnya, artinya apabila debitur cidera janji atau lalai membayar 

hutangnya maka seorang kTeditur pemegang hak tanggungan mempunyai 

hak untuk menjual jaminaR dan kreditur pemegang jaminan diutamakan 

untuk mendapatkan pelunasan hutang dari basil penjualan Jalrnnan 

terse but. 

2. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi , artinya hak tanggungan 

membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian dari 

padanya, pelunasan sebagian hutang dari hutang yang dijarnin tidak 

terbebasnya sebagian objek hak tanggungan untuk sisa utang yang belurn 

dilunasi . 

3. Hak tanggungan mernpunyai sifat Droit De Suite, sifat droit de suite disebut 

juga zaaksgevolgs artinya pemegang hak tanggungan rnempunya1 hak 

6 !hid hlm.36 
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memiliki objek tanggungan meskipun objek hak tanggungan telah berpindah 

dan menjadi pihak lain. 

4. Hak Tanggungan mempunyai sifat Accesoir, artinya seperti perJanJian 

jaminan lainnya hak tanggungan bukanlah hak yang berdiri sendiri tapi 

lahirnya, keberadaannya, eksistensi.Hya, dan hapusnya tergantung perJanJlan 

pokonya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya. 

5. Hak tanggungan untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada fungsi 

hak tanggungan adalah untuk menj-amin utang yang be saran ya 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang. Utang yang 

dijamin hak tanggungan harus rnemenuhi syarat Pasal 3 Undang - Undang 

Hak Tanggungan. 

6. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan kepada hak atas tanah saja, 

karena hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan sesuai dengan undang­

undang pokok agraria yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna 

usaha, dan hak pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat 

dipindahtangankan (Pasal 4 ayat I UUHT). Asas 1111 perwujudan dari 

system hukum tanah nasi-ona-1 yang didasarkan pada hukum adat yang 

menggunakan asas pemisahan horizontal. 

7. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut benda 

diatasnya dan dibawah taHah. Meskipun hukum tanah nasional menganut 

asas pemisahan horizontal namun tidak berlaku mutlak, untuk memenuhi 

perkembangan dan kebutuhan rnasyarakat pembebanan hak tanggungan 

dimungki-nkan rnehputi benda yang ada diatas tanah dan rnerupakan satu 

kesatuan dengan tanah tersebut dan bangunan dibawah permukaan tanah. 
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8. Hak tanggungan berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan 

benda jaminaJ'.l dan tidak memberikan hak bagi kreditm untuk memiliki 

benda jaminan. Si fat ini sama dengan ketentuan dalam Hipotik Pasal 1178 

ayat 1 KUHPerdata, janji disebut verva!bending. Undang - undang Hak 

tanggungan mengikuti sifat dari hipotik ini dan mencantumkan da.J.am 

Pasal 12 UUHT. 

9. Hak tanggungan mempunyai kekuatan Eksekutorial. Kreditur sebagai 

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untl:lk mengeksekusi 

benda jaminan jika debitur cidera janji. Dasar hukum untuk mengajukan 

eksekusi adalah Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan dan 

penj.elasan yang menegaskan "apahila dehitur cidei-a j.anji, pemegang hak 

tanggungan pertama mernpunyai hak untuk menj ual objek hak 

ianggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari has.ii penjualan tersebut" hak 

untuk menjual dengan kekuasaan sendiri ini merupakan perwujudan dari 

kedudukan yang diutamakan. 

10. Hak tanggungan mempunyai sifat spesialitas dan publisitas. Si fat 

spesialitas ini disebut juga pertelaan yang artinya uraian jelas dan terinci 

mengenai objek hak tanggungan yang meliputi rincian mengenai sertifikat 

hak atas tanah misalnya hak atas tanah milik atau guna bangunann atau 

hak guna usaha, tanggal penerbitannya tentang luasnya, letaknya, batas­

batasnya, dan lain sebagainya. 7 

7lrma Devita Purnama Sari. Hukum Jaminan Perbankan,Op.Cit hlm 45 
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2.1.2 Pembebanan Hak Tanggungan 

Ber:dasarkan Penjelasan Umum Angka 7 Undang - Undang Hak 

Tanggungan (Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996) proses Pembebanan 

Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu: 

1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan, dib1iatnya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian 

utang-piutang yang dijamin; 

2. Tahap Pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat 

lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. 

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PP AT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta 

pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas 

tanah yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukaimya perbuatan 

hukum tertentu mengenai tanab yang terletak dalam daerah kerjanya masing­

masmg. Dalam kedudukan sebagai yang disebutkan di atas, maka akta - akta 

yang dibuat oleh PPA T rnerupaka11 akta otentik. Pengertian perbuatan hukum 

pembebanan hak atas tanah yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan 

PPA T, meliputi pembuatan akta pembebanan hak guna bangunan atas tanah hak 

milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang - UBdang Pokok Agraria 

dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan yang diatur 

dalam undang-undang hak tanggungan. 

Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan \vajib 

hadir dihadapan PPA T. J ika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia 
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wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT), yang berbentuk akta otentik. 

Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada PPAT 

yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka 

memudahkan pernberian pelayanan kepada pihak-pihak yaHg memerlukan. 

Pada saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(selanjutnya disebut APHT), harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau 

PPA T yang bersangkutan, bahwa pemberi Hak Tanggungan rnempunya.1 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terbadap obyek Hak 

Tanggungan yang dibebankan, walaupun kepastian mengena1 dimilikinya 

kewenanga11 tersebut baru di persyaratkan pada waktu pemberian Hak 

Tanggungan itu didaflar. 

Pasal 10 UUHT menyebutkan babwa Pemberian Hak Tanggungan 

didahului dengan janji untuk .memberikan hak taAgglmgan sebagai jaminaA 

pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalarn dan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari perjanjian utang - piutang yang bersangkutan atau perjanjian 

lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungaR 

dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila obyek 

hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak J.arna 

yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya 

belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan 

permoh-0nan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. 

17 
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Di dalarn Pasal 11 ayat ( l ) UUHT disebutkan bahwa di dalarn Akta Pemberian 

Hak Tanggungan wajib dicantumkan : 

1. nama dan identitas pemegang dan pernberi Hak Tanggungan; 

2. domisili pihak - pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila 

diantara mereka ada yang berdomisili di luar lndonesia, baginya harus 

pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal 

domisili pilihan itu tidak di can tum kan, kantor PPA T tempat 

pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipillh; 

3. penunjukan secara jelas utang a tau utang - utang yang dijamin; 

4. nilai tanggungan; 

5. uraian yangjelas mengenai obyek Hak Tanggungan.8 

2.1.3 Surat Kuasa 

Surat kuasa adalah surat yang di!:,:runakan untuk melimpahkan wewenang 

dari pihak yang secara sab memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak Jain ini 

nantinya yang akan rnewakili pihak pernilik wewenang dan mempunya1 

otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa seperti yang disebutkan dalam 

surat kuasa. Surat kuasa adalah suatu dokurnen di mana isinya seseorang 

menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan 

perbuatan hukum untuk dan atas namanya. 9 

1. Pengertian Pemberian Kuasa 

8 htlps:11mvlmvuskblog. wordpress.com/ 2013 '03/J 8.lpro edur-pembehana11-hak­
tanggu11gan-herdasarkcm-u11dang-11nda11g-hak-ta11ggi111ga11-uu-110-4-tahw1- J 9961 diakses 22 Jun i 
2017 pukul 20.00 WIB. 

9htip: ' 'pe11gacaramuslim.co1111dasar-hulcum-s11rat-/masa diakses 22 Juni 201 7 pukul 
20.00 WTB. 
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Pasal 1792 KUH Perdata memberikan batasan tentang Pemberian Kuasa, 

yaitu : 

Pemberian kuasa adalah suatu pe~janjian dengan mana seorang memberikan 

kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas 

namanya rnenyelenggarakan suatu urusan. Dalam l:ial seseorang kuasa menerima 

kuasa dari Pemberi Kuasa hanya dalam hubungan intern antara Pemberi Kuasa 

dan Penerima Kuasa, dimana Penerima Kuasa tidak berhak mewakili Pemberi 

Ktmsa untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, rnaka perjanjian kuasa 

tidak melahirkan suatu perwakilan. Namun dari batasan Pasal 1792 KUH 

Perdata disebutkan secara jelas bahwa semua perjanjian pemberian kuasa akan 

melahirka.n perwakilan atau dengan kata lain bahwa penerirna kuasa dapat 

mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu 

untuk dan atas nama Pernberi Kuasa. 

2. Cara, Bentuk dan Isi Pemberian Kuasa 

Pasal 1793 KUH Perdata menyebutkan cam dan bentuk pemberian kuasa, 

antara lain : 

1 ). kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi, seperti ak1:a 

notaris, akta yang dilegalisasi di kepaniteraan pengadilan, akta yang dibuat oleh 

pejabat dan sebagainya, juga dapat diberikan dengan surat dibawah tangan, 

surat biasa danjuga diberikan secara lisan. 

2). Kuasa dapat juga terjadi secara diam-diam, artinya suatu kuasa terjadi dengan 

sendirinya tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. 

lsi suatu pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

berdasarkan pasal undang-undang, yaitu : 

19 
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1 ). Pemberian Kuasa Khusus 

Pernberian kuasa untuk melakukan suatu atau beberapa hal tertentu saja ( Pasal 

1775 KUH Perdata ). 

2). Pemberian Kuasa Umurn 

Pemberian kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan pengurnsan barang-barang 

harta kekayaan pemberi kuasa meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. 

3 ). Kuasa Istimewa 

Suatu kuasa yang sangat khusus yang secara tegas menyebut satu persatu apa 

yang harus dilakukan oleh Penerima Kuasa ( Pasal 1776 KUH Perdata ). 

4). Kuasa Perantara 

Pemberian kuasa dimana kuasa hanya jadi penghubung antara Pemberi Kuasa 

dengan pihak ketiga, sedangkan hubungan selanjutnya menjadi urusan pihak 

Pemberi Kuasa dengan Pihak Ketiga. 10 

3. Kewajrban Penerima Kuasa 

Orang yang bertindak sebagai Penerima Kuasa berkewajiban melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kewajiban yang penting untuk 

dilaksanakan old'.J. Penerima Kuasa, antara Jain : 

1 ). Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna. 

2). Kuasa wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian 

atau ketidak sempurnaan pelaksanaan tugasnya. 

3 ). Kuasa wajib rnemberikan laporan tentang apa yang diperbuatnya dan 

mernberikan perhitungan kepada Pemberi Kuasa tentangsegala hal yang 

diterimanya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 

10
M. Yahya Harahap, Segi-segi H11kwn l'cr;anjian, Alumni, Bandung, 1986, him. 308 - 309 
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4 ). Kuasa wajib bertanggungjav.'ab atas tindakan yang dilaksanakan oleh kuasa 

substitusi. Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa PeHerirna Kuasa 

bertanggung jawab atas tindakan kuasa substitusi dalam ha! : 

a) . Apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak 

mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa. 

b ). Apabi la pengangkatan kuasa substitusi tel ah mendapat wewenang dari 

Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, temyata orang 

tersebut tidak cakap atau tidak mampu. 

5). Kuasa wajib membayar bunga uang tunai yang diterimanya, jika uang yang 

diterimanya dipergunakan untuk kepentingan sendiriu 

2.1.4 Surat Kuasa Membebankan Rak Tanggungan. 

Setelah lahimya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan (selanjutnya disingkat UUHT) yang berangkat dari instruksi 

imperatif Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-

pokok Agraria (Pasal 51 ). Tidak jauh berbeda dengan proses penerbitan akta 

hipotik. Pada sertifikat hak tanggungan juga dikenal Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan. Pada asasnya pemberian Hak Tanggungan wajib dihadiri 

dandilakukan sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang 

berwenang melakukan perbuatan hukum membebankan Hak Tanggungan atas 

obyek yang dijadikan jaminan. 

11Habib Adjie, Pemahaman Terhadap Bentuk Surm Kuasa Membebankan Hak fongg1111gan. 

Mandar Maju, Bandung, 1999, him. I J. 
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Namun apabila benar-benar diperlukan dan berhalangan, maka 

kehadirannya untuk memberikan Hak Tanggungan dan menandatangani 

APHT-nya dapat dikuasakan kepada pihak lain. ll 

Ada 2 ( dua) alasan penggunaan dan penggunaan Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan yaitu: 

1). Alasan Subjektit~ antara lain : 

a). pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris ! PPAT 

untuk membuat akta Hak Tanggungan ; 

b ). prosedur pembebanan Hak Tanggungan panjang I lama ; 

c ). biaya penggunaan Hak Tanggungan cukup tinggi ; 

d). kredit yang diberikan jangka pendek ; 

e ). kredit yang diberikan tidak besar I kecil ; 

f). debitor sangat dipercaya I bonafid. 

2). Alasan Objektif, antara lain : 

a). Sertifikat belum diterbitkan : 

b ). balik nama atas tanah Pemberi Hak Tanggungan belum dilakukan ; 

c ). pemecahan I penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas narna 

Pemberi Hak Tanggungan ; 

d). roya I pencoretan belum dilakukan. 13 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (I) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

memuat larangan dan persyaratan bagi sahnya SKMHT sebagai berikut: 

12Boedi Harsono, Huk11111 Agraria Indonesia - Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 
l'claksanaannya, Jilid 1, Djambatan, 2003 him. 444. 

13Salim HS., Pengantar H11/w111 Perd.ata Tertulis ( BW) , Sinar Grafika, Jakarta, 2000., him. 
I 19. 
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1 ). SKMHT dilarang memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lainnya 

dari pada rnembebankan Hak TangguHgan. T idak dilarang pemberi kuasa 

memberikan janji-janji yang dimaksudkan dalarn Pasal 1 l ayat (2) Undang­

undang Nomor 4 Tahun 1996. 

2). dilarang memuat kuasa substitusi. "Substitusi" adalah penggantian penerima 

kuasa melalui peralihan, hingga ada penerima kuasa baru. 

3). Wajib dicantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang, 

nama serta identitas kreditomya, nama serta identitas debitor, apabila debitor 

bukan pemberi Hak Tanggungan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi 

atau dilanggar larangan-larangan di atas, SKMHT yang bersangkutan menjadi 

batal 

demi hukum. 14 

Tujuan dari SKMHT adalah semata-mata membebankan hak tanggungan 

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebanan hak 

tanggungan atau sebagaimana yang ditegaskan dalarn Pasal 1795 KUH Perdata Jo. 

Pasal 15 ayat 1 Sub a UUHT "hanya mengenai suatu kepentingan tertentu' ' . 

S~l\1HT juga tidak dapat disubtitusikan sebagaimana kuasa lainya seperti surat 

kuasa dalam gugatan peradilan (lihat Pasal 1803 KUH Perdata). Ketentuan ini 

ditegaskan dalam Pasal l 5 ayat l Sub b, dan harus menyebutkan dengan jelas 

objek hak tanggunga1±nya, jumlah hHtangnya dan nama-nama identitas debitor, 

apabila pemberi hak tanggungan bukan debitor sendiri (Pasal 15 ayat l Sub c 

UUHT). SKMHT dibuat dalam bentuk kuasa mutlak, dalam arti tidak berakhir 

karena sebab-sebab apapun, kecua-1 i kuasa itu telah dilaksanakan atau se1esai 

14
PenjeJasan PasaJ l5 UU Nomor 4 Tahun 1996. 
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masa berlakunya (Pasal 15 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang Undang Hak 

TanggungaA). 

Ciri lain yang istimewa dari SKMHT adalah, bahwa terhadap tanah-tanah 

yang sudah terdaftar, SKMHT harus sudah digunakan dalam waktu satu bulan 

sejak diberikan (Pasal 15 ayat 3 Undang - Undang Hak Tanggungan ). Suatu 

kuasa dibatasi jangka waktlmya, mengingat be.rdasarkan kebebasan berkontrak. 

Orang boleh mempe1janjikan apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum yang 

bersifat memaksa, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Pasal 15 ayat 3 

UUHT menegaskan "bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar, SKMHT 

wajib segera djikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka waktu satu bulan 

sesudah diberikan." Terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar, kewajiban 

tersebut harus dipenuhi dalam waktu tiga bulan. Apabila persyaratan tentang 

jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka SKMHT menjadi batal demi hukum 

(noo/ and voidg). 15 

2.1.5 Akta Pemberian Hak Tanggungan 

Akta Pemberian Hak Tanggu.ngan (APHT) mengatur persyaratan dan 

ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor 

sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian 

hak i ni dirnaksudkan untuk memberikan kedudukaR yang diutamakan kepada 

kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain 

(kreditor konkuren) (lihat pasal 1 (I) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan atau UUHT). Jadi, Pernberian Hak Tanggungan adalah sebagai 

15
Salim HS. Op.Cit. h/111 122 
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jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian 

pinjamanJkredit yang bersangkutan. 

Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat mehputi benda-benda lain 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena 

sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada 

maupun yang akan ada, yang berupa bangunan perrnanen, tanaman keras dan hasil 

karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak 

maupun milik pihak lain (bila. beHda-benda itu milik pihak lain, yang 

bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani APHT). 

Pembebanan Hak Tanggungan \vajib memenuhi syarat yang ditetapkan 

dalam UUHT, yaitu: 

1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 

Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang 

dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tida.k terpisahkan dari 

perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya 

menimbulkan utang tersebut. 

yanu 
- 0 

2. PemberiaR Hak Tanggungan wajib memenuhi syarnt spesialitas yang 

meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan., 

domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, 

pemmjHkar.i secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan 

pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang 

jelas mengenai objek Hak Tanggungan. 
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3. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas 

melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat 

(Kotamadya/ Kabupaten). 

4. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan 

memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa". 

5. Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan 

akan m.emiliki objek Hak TaHggungan apabila dehitor cidera janji. 

( wanprestasi). 

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pernberian 

Hak Tanggungan di hadapan PPAT yaRg berwenang dan dibuktikan denga-n 

APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor 

Pertanahan setempat. Pada asasnya pemberi Hak Tanggungan ( debitor atau 

pihak lain) wajib hadir seRdiri di kantor PPAT yang benveHang membuat APHT 

berdasarkan daerah kerjanya ( daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi 

kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak 

Tanggungan). Didala-m APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas (sebagaimana 

disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penurtjukan objek Hak Tanggungan, dan hal­

hal yang diperjanjikan (pasal 1.1 (2) UUHT) oleh kreditor dan debitor, termasuk 

janji Roya Partial (pasal 2 (2) UUHT) dan janji penjuaJ.an objek Hak Tanggldngan 

di bawah tangan (pasal 20 UUHT).lJntuk kepentingan kreditor, dikeluarkan 

kepadanya tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yaitu Sertipikat Hak 
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Tanggungan yang terdiri dari salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan 

APHT. 16 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran da]am pene!itian hukum, diperoleh dari Peraturan 

Perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk 

pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil 

dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka 

konsepsional tersebut sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu, yang 

dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, 

analisa dan konstruksi data. 

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran yang dapat ditarik 

adalah tentang bagaimana tata cara pelaksanaan penggunaan SKMHT yang nanti 

akan ditinjau langsung pada Kantor Notaris/PPA T Juli Indrayanti Siregar, SH 

untuk mengetahui tentang tata cara pelaksanaan penggunaan SKMHT itu sendiri. 

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ( 1) U UHT ( disebutkan ), yaitu Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta 

PPA T dan memenuhi persyaratan j ikalau tidak memuat kuasa untuk melakukan 

perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan, kemudian tidak 

memuat kuasa substitusi, dan serta mencantumkan secara jelas obyek Hak 

Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan 

identitas debitor apabila debitor bukan pemilik Hak Tanggungan. 

16http:/, · 11ww.hukumo11line.com/k/i11ik;Jetailic/94-llcrp_hldi akses 22 Juni 2017 
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Dari pasal 15 ayat l tersebut sudah jelas, bahwa adanya asas perjanjian, dan 

asas kepastian hukum yang terletak disana agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan 

ataupun perbuatan melawan hukum yang nantinya akan merugikan salah satu 

pihak ataupun bisa merugikan pejabat yang berwenang. 

2.2.1 Teori Kepastian Hukum 

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-

postulatnya hingga dasar-dasar filsafat yang paling da!am. HHkum pada 

hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, narnun dalam manifestasinya dapat 

benvujud konkrit.Teori utama yang digunakan dalarn penelitian ini adalah Teori 

kepastian hukum yang didarnpingi dengan teori keadilan. Berkaitan dengan teori 

kepastian hukum, maka dapat dilihat tata cara pelaksanaan penggunaan SKMHT 

yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta yang tertera dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan. 

Kaitannya dengan teori kepastian hukum mi , 0 . Notohamidjojo 

mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: 

melindungi hak dan kewajiban rnanusia dalam masyarakat, melindungi 

lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat ( dalam arti luas, yang mencakup 

lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, dan ekonomi) atas dasar 

keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum 

Teori kepastian hukurn oleh Gustav Radbruch menyatakan bah\va sesuatu 

yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. 17 Untuk itu hukum dibuat ada 

tujoannya, yakni merupakan suatu nilai yang ingin diwuj·udkan manusia, tuj-uan 

17M uhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum, Jakarta 
PT.RajaGarfindo Persada, 2011 , hlm. 123 
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hukurn yang utarna ada tiga, yaitu keadilan untuk keseirnbangan, kepastian untuk 

ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum 

mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang 

berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk 

men~apai kepastian hukum. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasan yang aman 

dan tentrarn dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan 

dengan tegas. 

2.2.2Teori Perjanjian 

Pengertian Perjanjian 

Perjanjiandiatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: 

"Suatu perjanjian adalah suatu pebuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" . 18 Pada umumnya perjanjian 

tidak terikat kepada suatu bentuk tertentn, perjanjian dapat dibuat secara lisan dan 

secara tertulis. Dan jika dibuat secara tertulis maka bersifat sebagai alat bukti jika 

terjadi perselisihan. Tetapi untuk beberapa pe~jartjian tertentu undang-undang 

menentukan suatu bentuk tertentu. Sehingga jika bentuk itu tidak ditw·uti maka 

perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya 

semata-mata merupakan alat pembuktian saJa, tetapi merupakan syarat untuk 

adanya perjanjian itu. 

18Mariam Darus, Badrulzaman, Kompifasi H11lmm Pc.:rikatan. Citra Aditya Bhakti, 2007, hlm 
80 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesa berasa] dari kata Hypo dan Thesis, yang masing-masing berarti 

"sebel um" dan "dalil". Jadi inti hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap be I um 

menjadi dalil sesungguhnya, karena masih diuji atau dibuktikan daJam peneJitian 

yang akan dilakukan kemudian. 19 Penelitian yang dilakukan untuk keperluan 

penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh 

karena itu, rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalirnat 

pertanyaan. Hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus 

diuji kebenarannya dalam pembahasan berikutnya, dengan demikian yang 

menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah: 

l. Masih ditemukan pennasalahan terkait SKMHT yang tidak sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, ini di-karenakan turnpang ti-ndi-1'.Jnya peraturan hukum yang 

terjadi pada prakteknya di lapangan, dan terkadang Peraturan Kepala Sadan 

menyalahi aturan dari UU yang terkait. 

2. Masih banyak Notaris di Kota Medan yang salah paham dalam menggunakan 

SKMHT, menggunakan SKMHT sebagai sarana pemindahan dari kreditur satu 

ke lainnya dalam hal ini contohnya bank misalnya untuk keperluan KPR dengan 

tujuan utama untuk mendapatkan plafond yang lebih tinggi dan rnemilih suku 

bunga yang paling sesuai dengan kondisi finansial debitur (Take over crec/;t) 

sebelum pencoretan Hak Tanggungan yang melekat pada buku tanah yang 

menjadi objek Hak Tanggungan, karena hapusnya Hak Tanggungan yang 

l 'J Socrjono Soekanlo, !'engantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul-Press, 2008. him. l48 
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membebani atas tanah (rova) keluar. 2° Karena dalam Akta SKMHT dan APHT 

terdapat janji-janji dan apabila notari s tetap nekat menggunakan SKivfHT sebelum 

tanggal surat roya dipastikan terbit di hari yang sama, terjadilah tumpang tindih 

hak tanggungan, tumpang tindih pembebanan jaminan yang diikat hak tanggungan 

terjadi saat notaris rnenggunakan SKMHT untuk menjamin tra.nsaksi pencairan 

uang. 

20 http:.!/notari menulis.blogspot.co.id/2012 '06lrova-hak-ta11ggtmgan.htmi diakses pukul 
14:00 WIB 22 Oktober 201 7 
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BABUI 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai 

suatu tujuan, untuk mecapai tingkat ketehtian, jurnlah dan jenis yang di hadapi, 

akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada 

pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik 

untuk mencapai maksud jadi inti dari metodologi dalam setiap penulisan hukurn 

adalah menguraikan tentang cam bagaimana suatu penelitian hukum itu harus 

dilaksanakan. Berdasarkan rurnusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

yuridis normatif, maksudnya adalah suatu metode penelitian hukum dengan earn 

rnengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti 

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat 

berupa pendapat para sarjana untuk dipergunakan sebagai alat bantu.21 

3.1 Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Je.nis penelitian dalam skrips1 ini adalah penelitian yuridis normatif, 

yaitu suatu rnetode penelitian hukum dengancara mengkaji studi dokumen, yakni 

rnenggunakan berbagai data sehmder seperti peraturan pernndang-undangan, 

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. 

Dalam penulisan ini ada beberapa refensi yang dipakai yaitu buku-buku yang 

21
Husairn Usman dan Pumomo Seti a Akbar, }.Jerode Penclitian Sosia/, Bumi Aksara, Jakarta 

1995,hal.115 
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terkait masalah hak tanggungan, metode penelitian, UlJ Hak Tanggungan, 

Kitab Udang- Undang Hukurn Perdata, UU 1945, UU Agraria, dan sebagainya. 

Karena dalam penelitian ini penulis mengkaji orang di dalam hubungan 

hidup masyarakat. Sehingga penel itian yuridis normatif merupakan penelitian 

hukum yang rnemakai sumber data sekunder yang berarti data yang diperoleh 

berasal dari data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang di ucapkan secara 

lisan dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan penelitian yuridis 

adalah metode peHelitian hukum secara kepustakaan , untuk meneliti bagaimana 

praktek pelaksanaan penggunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan dan 

apa S<I;Ja yang menjadi harnbatan perubahan surat kuasa membebankan hak 

tanggungan menjadi akta pemberian hak tanggungan 

3.1.2 Sifat Penelitian 

Adapur.1 sifat dari penelitian ini adalah s.ifat deskriptif analitis, yaitu 

metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk um um. 

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil rnasalah atau 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat 

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis 

untuk diambil kesimpulannya, dikatakan deskriptif karena bertujuan 

memperoleh pemaparan yang objektif untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pemasangan surat kuasa membebankan hak tanggungan dan hambatan 
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perubahan surat kuasa membebankan hak tanggungan menjadi akta pemberian 

hak tanggungan. 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor 

Notaris/PPAT Juli Indrayanti Siregar, SH di Kota Medan Sw1rntera Utara. 

Lokasi penelitian yang telah ditetapkan penulis bertujuan agar ruang 

lingkup permasalahan yang heAdak diteliti agar lebih terarah. 

3.1.4 \Vaktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu sekitar bulan .!uni 

2017 setelah diadakan semmar outline pertama dan setelah di ace nya 

perbaikan seminar proposal pertama. 

No Proses 

Kegiatan 

1 Penyusunan 

Proposal 

Skripsi 

2 Seminar 

Proposal 

Skripsi 

Dilako;;anakan Tahun 2017-2018 

Bulan 

September Oktober November April Mei 
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6 Sidang Meja 

Hjau 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalarn penelitian ini 

sebagai berkut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pe.ngumpulan data dengan mengkaji 

dan mempelajari bttku-buku yang berkaitan dengan Hak Tanggungan 

ataupun tata earn pelaksanaan penggunaan SKMHT. 

b. ' Jen is Data 

Jenis data dalam penelitian ini ialah menggunakan Data sekunder umum 

yang dapat diteliti adalah: 

l. Data sekunder yang bersifat pribadi: 
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a. dokumen-dokumen pribadi 

b. data pribadi yang tersimpan di ]embaga-lembaga di tempat yang 

bersangkutan (pernah) bekerja. 

2. Data sekunder yang bersifat publik: 

1. data arsip 

2. data resmi pada instansi-instansi pemerintah 

3. data yang dipublikasikan (misalnya: yurisprudensi Mahkamah 

Agung). 

Data sekunder di bidang hukum ( dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya) dapat dibedakan rnenjadi: 

a. Bahan-bahan hukum primer: 

1. norma dasar Pancasila 

2. peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan 

MPR 

3. peraturan perundang-undangan 

4. bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya: hukum adat 

5_ yurisprudensi 

6. traktat. 

b. Bahan-bahan hukum sekunder: 

yaitH bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum pruner 

dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 

adalah: 

1 . rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan 

2. hasil karya ilmiah para sarjana 
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3. hasil-hasil penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: 

1. Bibliografi 

2. Indeks Kumulatif 

Dengan mengadakan penilitian kepustakaan akan diperoleh data awal 

untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. 

Yang perlu diperhatikan dalam rnelakukan pene litian kepustakaan adalah: 

1. Ada kalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas . 

2. Authentisitas (keaslian) data sekunder harus diperiksa secara kritis 

sebelurn dipergunakan pada penehtian yang dilakukan sendiri. 

3. Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang 

dipergunakan dalarn pengumpulan dan pengolahan data sekunder 

terse but 

4. Kerapkali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terkumpulnya data 

sekunder terse but. 22 

c. Wawancara 

Pengumpulan data di Japangan akan dilakukan dengan cara : 

Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, yang 

dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan responden dan 

narasumber dilapangan dengan cara tanya jawab. Wawancara (interview) 

adalah sekumpulan pertanyaan ( tersusun dan bebas ) yang diajukan oleh 

penulis dalam situasi atau keadaan tatap mukaatau langsung berhadapan 

22 htrp:11i1otamri. blogspot. co. id/20I3109/peneli lia11-hukum-11ormatif html diakses pukul 
14 00 WIB 22 Oktober 20 l 7 
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dan catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal barn 

yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan. 23 

3.3 Analisis Data 

Analis.is data yang digunakan dalam penuhsan hukurn ini menggunakan 

metode Analisis Kualitatif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar untuk 

meneliti bagaimana proses pelaksanaan penggunaan surat kuasa membebankan 

hak tanggungan dan apa saja yang menjadi hambatan perubahan surat kuasa 

mernbebankan hak tanggungan menjadi akta pemberian hak tanggungan. Melalui 

konstruksi penalaran ini penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat urn um 

terha.dap hal yang bersifat khusus. Analisis data kualitatif ada\ah suatu cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulisatau lisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan 

dipelajari secara utuh. 

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan 

danpenginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sisternatis 

menunjukkancara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan 

laporan penelitian ilmiah. Setelah anahsis data selesai rnaka hasilnya akan 

disajikan secaradeskripti( yaitu dengan rnenuturkan dan menggambarkan apa 

adanya sesuaidengan permasalahan yang diteliti .24 

23J. Supranto, Metode Riset, Rineka C1pta, Jakarta, 1997, him. 83 
24H.B. Sutopo, Afe10dologi Penelitian H11k11111 Kualitatif; Bagian ll, UNS Press. Surabaya, 

1998, him. 3 7_ 
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5.1 Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian danpembahasan, 

dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

I. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat secara. 

khusus sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 a_, at ( l ) huruf a Undang­

Undang Bak Tanggungan, jadi tidak diperkenankan untuk dibuat selainnya 

membebankan Hak Tanggungan, yang digunakan untuk menjadi jaminan kredit. 

Pemberian kredit ditandai dengan pembuatan perjanjian kredit antara kreditor 

d.engan debitor dalam suatu perjanjian tertulis ( akta tertulis maupun akta dibavvah 

tangan ) dan pembebanan hak tanggungannyauntuk tanab-tanah yang sudah 

terdaftar ( ada sertifikat ) didahului dengan pembuatan APHT oleh PPAT, yang 

kemudian berdasarkan APHT tersebut oleh kantor pertanahan dikeluarkan 

sertifikat hak tanggungan sebagai bentuk pembebanan hak tanggungan. Untuk 

tanah-tanah yangbelum terdaftar ( belum ada sertifikat ) dan tanah-tanah yang 

berada diluar wilayah kerja kreditor, pembebanan hak tanggungannya adalah 

dalam bentuk SKMHT yang j uga dibuat oleh Notaris I PP AT 

2. Hambatan yang timbul dalarn pelaksanaan Surat Kuasa Mernbebankan ·Hak 

Tanggungan (SKMHT) sebagai jarninan kredit yaitu yangpertama mengenai 

biaya dalam proses peningkatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan proses selanjutnya dalam pensertifikatan 
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terhadap objek Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang 

belum terdaftar tersebut memerlukan biaya yang besar juga. Selain dari segi biaya, 

waktu dalam penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah pihak bank merasakan terlalu singkat. Karena 

dalam praktek yang terjadi pada umumnya baik tanah-tanah yang sudah terdaftar 

mauapun yang belurn terdaftar memakan waktu yang lama dalamproses 

pengurusannya sehingga belurn selesainya pembuatan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT) batas waktu dari Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) sudah habis terlebih dahulu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan sirnpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran 

antara lain sebagai berikut. 

l . Seperti yang terlihat, perbuatan hukum ini telah dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hendaknya para pihak 

khususnya kreditor agar mempertirnbangkan penggunaan SKMHT dalarn hal 

debitor meminjarn kredit, karena perbedaan dari segi fungsi antara SKMHT 

dengan APHT, perbedaan dari segi jangka waktu berlakunya rnaupun tentang 

perbedaan kedudukan kreditor pada SKMHT dan APHT. Sehingga kreditor 

dapat menilai apakah nilai kredit tersebut sesuai bila digunakan SKMHT atau 

Jangsung dengan APHT. 
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2. Sebaiknya tentang pengaturan biaya SKMHT menjadi APHT yang dirasakan 

para pihak sangat memberatkan , Hendak nya di perhatikan oleh pemerintah 

sehingga dengan adanya perubahan dikernudian hari akan rnemperlancar proses 

pemasangan SKMHT menjadi APHT serta akan mewujudkan pensertifikatan 

terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar. Kemudian perlu diperhatikan oleh 

pernerintah tentang jangka waktu SKMHT yang di pasang khususnya terhadap 

tanah yang belum terdaftar, dimana dalarn UUHT hanya memberikan batas waktu 

hingga 3 (tiga) bulan agar memberikan kelonggaran waktu terhadap proses 

pensertifikatan obyek SKMHT yang belum terdaftar tersebut atau pihak Kantor 

Pertanahan mampu menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu SKMHT yang 

telah ditentukan UUHT. 
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